Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026

NO. VISI Kepala Daerah Misi ke- 3 Kepala Daerah Tujuan Sasaran Startegis
1. [Mewujudkan Kabupaten |Peningkatan tata kelola 1.Meningkatkan Kualitas tatakelola 1.1. Meningkatnya kualitas perencaan, keuangan dan
Tanjung Jabung Barat pemerintah yang baik pemerintahan daerah yang efektif, efisien, pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah Kab.
” . . Tanjung Jabung Barat
Berkah” (Berdaya saing, dan akuntabel serta bertanggungjawab - - -
Berkuali Ek X 1.2. Menigkatnya kualitas pelayanan publik
(Berkualitas, Ekonomi akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang
Maju, Religius, Kompetitif, efektif
Aman dan Harmonis) 1.3. Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan
keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah
2. Meningkatkan Kualitas tatakelola 2.1 Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian
pemerintahan daerah yang efektif, efisien, Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi
. Daerah
dan akuntabel serta bertanggungjawab
2.2. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan
nilai-nilai kesejahteraan rakyat
2.3. Meningkatnya penataan produk hukum daerah
2.4. Meningkatnya Kerja Sama antar Daerah /
Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar
Negeri
2.5. Meningkatnya administrasi perumusan dan
evaluasi kebijakan perekonomian daerah
2.6. Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan
Daerah
2.7. Meningkatnya koordinasi dan Pengendalian
Sumber Daya Alam yang kondusif
SASARAN INDIKATOR PEJELASAN/FORM
No / SUMBER DATA KETERANGAN
RENSTRA KINERJA UTAMA PERHITUNGAN
1. |1.1. Meningkatnya kualitas Persentase penyampaian dokumen
perencaan, keuangan dan pelaporan|perencanaan, laporan dan keuangan | Jumlah dokumen perencanaan pelaporan keuangan yang BAGIAN
di lingkup Sekretariat Daerah Kab.  |yang bekualitas dan tepat waktu diverifikasi dibagi Jumlah dokumen perencanaan PERENCANAAN &
Tanjung Jabung Barat pelaporan yang disampaikan dikali seratus persen KEUANGAN
Cakupan pelayanan administrasi Jumlah pelayanan administrasi surat menyurat OPD dan
Surat Menyurat OPD dan Masyarakat ibagi j
Y Y rr1_a§yaral_<at yang masuk dibagi jumlah pelayanan BAGIAN UMUM
administrasi surat menyurat OPD dan masyarakat yang
diproses dikali seratus persen
Cakupan pelayanan sarana prasarana jumlah kebutuhan sarana prasrana kantor setda
kantor Setda, KDH dan WKDH KDH/WKDH dibagi jumlah sarana prasarana yang ada dikali| BAGIAN UMUM
seratus persen
1.2. Menigkatnya kualitas pelayanan i at D h Total nilai perangkat daerah dibagi jumlah perangkat
publik akuntabilitas kinerja dan Nilai Kematangan Perangkat Daera daerah
kelembagaan yang efektif Total dari nilai presepsi perunsur dibagi total unsur yang BAGIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terisi dikali nilai penimbang ORGANISAS!
Nilai AKIP Kabupaten Hasil evaluasi Kemen PAN & RB




1.3. Meningkatkan pelayanan

Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan

Jumlah Hukum Daerah yang Di undangkan tidak bertentangan

BAGIAN

Kehumasan dan keprotokolan KDH,|Wakil Kepala Daerah yang berjalan dengan peraturan di atasnya dibagi Jumlah Produk hukum PROTOKOLER
WKDH dan Sekretariat Daerah lancar dan terdokumentasi yang ada dikali seratus persen

2.1. Meningkatnya Kemampuan dan |Persentase keterisian data IKK LPPD Jumlah IKK LPPD yang harus isi oleh OPD dibagi Jumlah

Kemandirian Daerah dalam OPD yang mengisi IKK LPPD dikali seartus persen BAGIAN TATA

menyelenggarakan Otonomi Daerah

Skor LPPD

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri

PEMERINTAHAN

2.2. Meningkatnya pengamalan nilai
nilai agama dan nilai-nilai
kesejahteraan rakyat

Persentase kebijakan bidang urusan
kesejahteraan rakyat yang
dilaksanakan

Jumlah kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang
dilaksanakan dibagi jumlah kebijakan bidang urusan
kesejahteraan rakyat yang ada dikali seratus persen

BAGIAN KESRA

2.3. Meningkatnya penataan
produk hukum daerah

Persentase Produk Hukum Daerah yang
Di undangkan tidak bertentangan
dengan peraturan di atasnya

Jumlah Hukum Daerah yang Di undangkan tidak
bertentangan dengan peraturan di atasnya dibagi Jumlah
Produk hukum yang ada dikali seratus persen

BAGIAN HUKUM

2.4. Meningkatnya Kerja Sama antar

Persentase kerja sama antar daerah,

Jumlah kerjasama antar daerah yang terfasilitasi dibagi

Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam |lembaga/perorangan yang Terfasilitasi | jumlah kerjasama daerah lembaga yang diterbitkan diakli BAGIAN
Negeri & Luar Negeri seartus persen KERJASAMA
2.5. Meningkatnya administrasi Persentase Kebijakan bidang

BAGIAN

perumusan dan evaluasi kebijakan
perekonomian daerah

ekonomi yang di laksanakan

Jumlah kebijakan bidang ekenomi yang dilaksnakan dibagi
jumlah kebijakan ekonomi yang ada dikali seratus persen

PEREKONOMIAN

2.6. Meningkatnya Akses Informasi
Pembangunan Daerah

Persentase evaluasi dan pengendalian

Jumlah evaluasi dan pengendalian program pembangunan

program pembangunan daerah daerah dibagi dan pengendalian program pembangunan BAGIAN ADP
daerah yang dilaksanakan dibagi seratus persen

Persentase paket pengadaan barang dibagi jumlah pengadaan barang & jasa ditayangkan dan BAGIAN

dan jasa yang dilaksanakan dengan dilaksanakan dgn tuntas dan tepat waktu dikali seratus PENGADAAN

tuntas dan tepat waktu

persen

BARANG & JASA

2.7. Meningkatnya koordinasi dan
Pengendalian Sumber Daya Alam
yang kondusif

Persentase koordinasi dan fasilitasi
bidang urusan sumber daya alam
yang terlaksana dengan efektif

Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya
alam yang terlaksana dengan efektif dibagi Jumlah koordinasi
dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang ada dikali

seratus persen

BAGIAN SDA
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